
  
 

 

WALIKOTA SERANG 

PROVINSI BANTEN 

 
P E R A T U R A N  W A L I K O T A  S E R A N G  

NOMOR  36   TAHUN  2017 

 
 TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA SERANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SERANG, 

 
Menimbang: bahwa berdasarkan hasil kajian penilaian appraisal terhadap 

pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tahun 2017, 

maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 

atas Peraturan Walikota  Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. 

  

Mengingat :  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4748); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah  

 
 

diubah......... 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5676); 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

 

13.Peraturan………….. 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota; 
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2016; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016; 

16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Lembaran 

Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 8); 
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 74); 

18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang 
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Serang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 

Serang Tahun 2016 Nomor 13); 

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Serang; 

21. Keputusan Walikota Serang Nomor : 902 / Kep.225 – Huk / 

2016 tentang Standar Satuan Harga Kota Serang Tahun 
Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Keputusan Walikota Serang  Nomor  :  900 / 

Kep. 420 – Huk / 2015  tentang Perubahan Kedua atas 
Lampiran I Keputusan Walikota  Serang Nomor : 902 / 

Kep.338 – Huk / 2016 tentang Standar Satuan Harga Kota 

Serang Tahun Anggaran 2017; 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG  PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN 

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  KOTA SERANG. 

 

PASAL I……. 
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PASAL I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang 

Tahun 2017 Nomor 2 ), diubah sebagai berikut : 

 

- Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 

 
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan 

Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan 

perumahan yang besarannya paling banyak : 
     a.  Ketua Rp. 19.000.000,-  (Sembilan Belas JutaRupiah). 

b.  Wakil Ketua  Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta  Lima Ratus Ribu 

Rupiah). 
c.  Anggota           Rp. 16.000.000,-   (Enam Belas Juta Rupiah.)   

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah 

jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 
 

PASAL II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.   
 

Ditetapkan di  Serang 

pada tanggal 31 Maret 2017 
                                                             WALIKOTA SERANG, 

 

 
 Ttd 

 

                                                             Tb. HAERUL JAMAN 

 
Diundangkan di Serang  

pada tanggal 31 Maret 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 
 

Ttd 

 
                 TB. URIP HENUS 

 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 36  
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N O T A  D I N A S  
 

 

Kepada :  Yth. Walikota Serang 
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang 
Dari : Kepala Bagian Hukum 
Nomor :  
Tanggal :              
Lampiran :  1 (satu) berkas 
Perihal :  Penandatanganan Peraturan Walikota 
  
 

Sehubungan dengan surat pengantar dari Sekretariat DPRD 

Kota Serang berkaitan dengan penyampaian draft Rancangan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Serang. 

Berikut ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota 

dimaksud, untuk dapat ditandatangani. 

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.  

 

 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG, 

 

 

H. YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si 

NIP.  19671010 198801 1 002 
 

PEMERINTAH KOTA SERANG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810  

SERANG - BANTEN 
 


	NOTA DINAS
	SEKRETARIAT DAERAH

